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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti tentang Analisis Kemampuan Keuangan Daerah 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka tahun anggaran 2015-2017 

dengan menggunakan analisis rasio keuangan derajat desentrasilasi, rasio 

ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan 

rasio keuangan  derajat kontribusi BUMD. Dari hasil analisis yang telah 

diuraikan di atas maka dapat dibuat kesimpulan : 

1. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan Derajat Desentralisasi dapat 

diketahui bahwa derajat desentralisasi tahun anggaran 2015-2017 

cenderung fluktuatif, yakni pada tahun anggaran 2015 sebesar 4,20%, 

pada tahun 2016 meningkat sebesar 4,40%, dan pada tahun 2017 

mengalami penurunan yakni sebesar 3,42%. Secara umum nilai rata-rata 

Rasio Keuangan Derajat  Desentralisasi dari periode tahun anggaran 

2015-2017 adalah sebesar 4,006%. Hal ini menujukan derajat kontribusi 

PAD terhadapat Total Pendapatan Daerah masih sangat rendah. 

2. Berdasarkan hasil analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Malaka tahun anggaran 2015-2017 menunjukan bahwa 

pada tahun 2015 sebesar 94,45%, pada tahun 2016 meningkat menjadi 

95,59%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 91,57%. 

Secara umum nilai rata-rata dari periode tahun anggaran 2015-2017 

adalah sebesar 93,87%. Kondisi ini menunjukan tingkat ketergantungan 
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keuangan daerah yang sangat tinggi karena berada dalam skala 75-100% 

dengan pola hubungan yang bersifat instruktif. 

3. Berdasarkan hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

menunjukan bahwa pada tahun 2015 rasio kemandirian keuangan 

Kabupaten Malaka sebesar 4,44%, pada tahun 2016 meningkat yakni 

menjadi 4,60%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yakni sebesar 

3,73%. Secara umum nilai rata-rata rasio Kemandirian Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka pada periode tahun anggaran 

2015-2017 adalah sebesar 4,25%, kondisi ini menunjukan bahwa 

Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka memiliki tingkat kemandirian 

keuangan yang sangat rendah dengan pola hubungan yang bersifat 

instruktif. 

4. Rasio Derajat Kontribusi BUMD pada periode tahun anggaran 2017 

adalah sebesar 0,85%. Hal ini menunjukan bahwa kontribusi Penerimaan 

Bagian Laba BUMD terhadap total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

sangatlah minim. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran bagi 

pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka sebagai berikut : 

1. Pemerintah Daerah Kabupten Malaka diharapkan mampu 

mengoptimalkan lagi pengelolaan PAD dan menggali potensi-potensi 

daerahnya yang potensial bagi pemasukan PAD, sehingga semakin tinggi 

kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah dalam 

penyelenggaraan desentralisasi dan lebih mandiri dalam membiayai 

pemerintahannya dan tidak tergantung pada sumber penerimaan 

keuangan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi. 

2. Perusahaan Milik Daerah (BUMD) diharapakan dapat berperan aktif, 

baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan 

perekonomian daerah, sehingga laba dari BUMD memberikan konribusi 

yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
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